
1  

DAFTAR PUSTAKA 
 

 
BUKU 

Abd. Rozak A. Sastra. 2011. Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda 
Agama. BPHN. Jakarta. 

Achamd Ali. 2008. Menguak Tabir Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor. 

Achamd Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori 
Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang- 
Undang (Legisprudence). Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 

Agustin Suskse Dakhi. 2021. Perkawinan Beda Agama; Suatu tindakan 
Sosiologis. Depublish. Sleman. 

Alex Chandra. 2023. Perkawinan Beda Agama; Menelisik Hukum Dan Tata 
Cara Perkawinan Beda Agama. Amertha Media. Banyumas. 

Asyari Abdul Ghofar. 1992. Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut 
Agama Islam. Kristen. Dan UU Perkawinan. Andes Utama. Jakarta 

Bagir Manan, 2001, Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang 
Islam Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah 
Agung. 

Djohan Effendi. 2004. Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Perkawinan 
Beda Agama. PT. Lukis Pelangi Askara. Yogyakarta. 

Eduard Awang Maha Putra .2024. Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) 
Dalam hukum Positif Indonesia. Samudra Biru. Jakarta. 

Elisabet Nurhaini Butarbutar. 2016. Hukum Pembuktian; Analisis Terhadap 
Kemandirian Hakim Sebagai Penegak hukum Dalam Proses 
Pembuktian. CV. Nuansa Aulia. Bandung. 

Erna Sofwan Syukrie. 1996. Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Ditinjau 
Dari Hak-Hak Anak. Konawi. Jakarta. 

Hendriana. 2022. Perkawinan Beda Agama: Pandangan Hukum Dan 
Agama. Bintang Semesta Media. Yogyakarta. 

Henry P. Panggabean. 2001. Fungsi Mahkamah Agung dan Praktik Sehari- 
Hari. Sinar Harapan. Jakarta. 

Hilman Hadi Kusuma. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: 



2  

Pandangan Hukum Adat. Hukum Agama. Cetakan II. Mandar Maju. 
Bandung. 

Indonesia. Raja Grafindo Perkasa. Depok. 

J. Satrio. 1992. Hukum Waris. Intermasa. Jakarta; Alumni 

Jazim hamidi. 2006. Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan 
Impilkasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem 
Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media. Yogyakarta. 

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. 2006. Theory Hans Kelsenn Tentang 
Hukum. Cet I. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 

Jimly Asshiddiqie. 2006. Perihal Undang-Undang Di Indonesia. Sekretarian 
Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 

Marwan Mas, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor. 

Mudiarti Trisnahningsi. 2007. Relevansi Kepastian Hukum Dalam 

Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. CV. Utomo. 
Bandung. 

Moh. Zeinudin. 2023. Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia 
Perkembangan Norma dan Praktik. Damera Press. Jakarta 

Neng Djubaedah. 2012. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Di 
Catat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam. Sinar 
Grafika, Jakarta. 

Peter Marzuki. 2019. Penelitian Hukum. Cetakan 14. Prenada Media Grup. 
Jakarta 

Purwaharsanto. 1992. Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita 
Media Cetak. Tnp. Yogyakarta. 

R. Subekti. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa. Jakarta 

Rachmadi Usman .2010. Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di 

Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 

Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Citra Aditya. 
Bandung. 

Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Rajawali Press. 
Jakarta. 



3  

Ridwan. 2014. Diskresi Dan Tanggung-Jawab Pemerintah. FH UII Pres. 
Yogyakarta. 

Rusli dan R. Tama. 1986. Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya. Pionir 
Jaya. Bandung. 

Sirman Dahwal. 2016. Hukum Perkawinan beda Agama Dalam Teori Dan 
Praktiknya Di Indonesia. CV. Mandar Maju. Bandung 

Soedharyo Soimin. 2004. Hukum Orang Dan Keluarga. Sinar Grafika. 
Jakarta 

Soedjono Dirdjosisworo. 2010. Pengantar Ilmu Hukum. PT. Raja Grafindo 
Tinggi. Jakarta. 

Soerjono Soekamto. 2003. Hukum Adat Indonesia. Raja Grafindo Persada,. 
Jakarta. 

Soerjono Soekamto. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 

Sri Wahyuni. 2016. Hukum Keluarga Dan Dinamika Soasial; Kajian Adat 
Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan, dan Sasak. Calpulis. 
Yogyakarta. 

Tjandra Sridjaja Pradjinggo. 2010. Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana 
Korupsi. Indonesia Lawyer Club. Jakarta. 

K. Wanjtik Shaleh, 2011, Hukum Perkawinan, Ghalia Indonesia, Jakarta. 

Zaeni Asyhadie. et.al. 2020. Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif 

Indonesia). Rajawali Press. Depok 

 
JURNAL 

Ali Achmad. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudencec) termasuk interpretasi undang-undang 
(Legisprudence), Volume 1. Kencana Jakarta. 

Ardy Chandra Tjiong, Winner Sitorus, Sakka Pati. 2021. Perlindungan Hukum 
Terhadap Ibu dan Anak yang Berada di Bawah Perwalian. Justitia: Jurnal 
Ilmu Hukum dan Humaniora. Volume 8 Nomor 8, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Makassar. 

Darmoko Yuti Witanto. 2012. Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak 
luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU 
perkawinan. (No Title). 



4  

Gamal Abdul Nasir. 2017. Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan 
Masyarakat. Jurnal Hukum Replik. Volume 5. Universitas Muhamadiyah, 
Tangerang. 

I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan dan Anak Agung Sri Indrawati. 2022. 
Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang 
Perkawinan. Jurnal Kertha Negara Volume 10. Universitas Udayana. Bali. 

Iin Karita Sakharina. et.al. 2018. Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen 
Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan Dan Eksploitasi. Jurnal Ilmu 
Hukum: The Juris.Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makassar. 

Ilham Fajar Septian dan Ali Abdurahman. 2021. Status Hukum Penjelasan Undang- 
undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. 
Jurnal Hukum & Pembangunan. Universitas Padjajaran, Yogyakarta 

Liky Faizal. 2016. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. ASAS: Jurnal Hukum 
Ekonomi Syariah. Volume 2. Lampung 

Moh. Mujibur Rohman dan Moh. Zakarsi, Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia 
Islam, Alsyakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanuasiaan. 
Volume 13. Jakarta 

Nindyo Pramono. 2010. Problematika Putusan Hakim dalam perkara pembatalan 
perjanjian. Yogyakarta: Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada. 

Oky Deviany Burhamzah. 2016. Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan 
Nasional. Jurnal Ubelaj. Volume1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. Makassar. 

Rachamdi Usman. 2017. Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan 
Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia. 
Volume 14. Banjarmasin. 

Siti Halilah dan Arif Muhammad Fakhrurrahman. 2021. Asas Kepastian 
Hukum Menurut Para Ahli. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 
Volume 4. Jakarta 

Sri Wahyuni. 2018. Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Al- 
Risalah Jurnal UPY. Volume 2. Yogyakarta. 



5  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 

Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 

Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU- 

VIII/2010 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang 
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan 
Sipil 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk 
Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan 
Perkawinan Beda Agama Dan Kepercayaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan 
Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana 
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (berlaku mulai 1 Januari 2026) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 



6  

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI 

Andi Ilham Taufik Ramli. 2023. Pembinaan Pengadilan Pajak dan 
Relevansinya dengan Prinsip Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 

Arini Nur Annisa. 2016. Pengujian Materiil Peraturan Kebijakan 
(Beleidsregels) Berkarakter Peraturan Perundang-Undangan di 
Indonesia. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 

 

 
Asri Erna mauliah. 2023. Efektivitas Hukum Terhadap Penolakan 

Pencatatan Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Morowali. 
Universitas Hasanuddin. Makassar. 

Icha Satriani. 2015. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung. Skripsi. 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 

Tri Yunisari. 2015. Bentuk Perlindungan terhadap Anak Akibat 
Perkawinan Beda Agama yang Tidak Dicatat (Studi dalam 
Perspektif Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Disertasi. Universitas 
Brawijaya. 

 

 
WAWANCARA 

Ali Akbar, 2024, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Sebagai 
Acuan dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama, Pengadilan 
Negeri 

Junaedi Azis, 2024, Penafsiran Hakim Dalam Memutus Perkara, hasil 
wawancara pribadi, November 2024, Pengadilan Negeri Wamena 

La Rusman, 2024, SEMA sebagai sebuah koridor, hasil wawancara 
pribadi, November 2024.Pengadilan Negeri Malili. 

 

 
INTERNET 

Ari Welianto, 2020, Tata Urtuan Peraturan Perundang-Undangan di 
Indonesia,https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/080000 
469/tata-urutan- peraturan-perundangan-di-indonesia?page=all. 
Diakses tanggal 10 Agustus 2024. 

http://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/080000469/tata-urutan-
http://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/080000469/tata-urutan-
http://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/080000469/tata-urutan-


7  

Sumber:http//indonesiafaithfreedo.org/forum/empat-cara- 
penyelundupan-hukum-bagi- pasangan-beda-agama-t21490, 
Diakses pada pukul 18.22 WITA tanggal 10 September 2024 

Sumber:https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan- 
pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-. 
Diakses pada pukul 16.07 WITA Tanggal 4 November 2024 

Nikah-beda-agama-di-dukcapil-bukan-pengakuan-negaraSumber 
https://news.detik.com/berita/d-6549962/mk-pencatatan- 
n.Diakses pada pukul 14.25 WITA, 21 Oktober 2024 

https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-.%20Diakses%20pada%20pukul%2016.07%20WITA%20Tanggal%204%20November%202024
https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-.%20Diakses%20pada%20pukul%2016.07%20WITA%20Tanggal%204%20November%202024
https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-.%20Diakses%20pada%20pukul%2016.07%20WITA%20Tanggal%204%20November%202024
https://news.detik.com/berita/d-6549962/mk-pencatatan-nikah-beda-agama-di-dukcapil-bukan-pengakuan-negara
https://news.detik.com/berita/d-6549962/mk-pencatatan-nikah-beda-agama-di-dukcapil-bukan-pengakuan-negara

